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KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, 

PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 NOMOR : 520/28.a/DTPHPKP  
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN 

PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
TAHUN 2018 -2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu menetapkan  Indikator Kinerja Utama 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2018 – 2023. 

  Mengingat : 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  

PER/9/M.PAM/5/2007 tentang  Pedoman  Umum  

Penetapan  Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah;  
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5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Selatan Nomor 235); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten  

Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang  (Lembaran Daerah 

Tahun 2019 Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021                

Nomor 71); 

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

22.a tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2021 Nomor 17). 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, 
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : 520/28.a/DTPHPKP 

TANGGAL : 23 MARET 2022 
 

 

 

1. Unit Organisasi  : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang 

2. Tugas     : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah 

3. Fungsi     : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di 

bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan 

penyuluhan pertanian; 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di 

bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan 

penyuluhan pertanian; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

ketahanan pangan , dan penyuluhan pertanian; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 




